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legal culture, This study examines legal culture and the dynamics of public
legal compliance, compliance through an integrated socio-legal approach that
socio-legal studies bridges micro-level individual experiences and macro-level

institutional structures. Departing from fragmented analyses that
treat compliance either as an individual attitude or an institutional
outcome, this research employs a qualitative, multilevel design
combining in-depth interviews, limited observation, and document
analysis to capture the relational processes through which legal
compliance is produced and negotiated. The findings demonstrate
that compliance is not primarily driven by coercive enforcement or
formal regulation, but by perceptions of procedural justice,
institutional consistency, and the quality of everyday interactions
between citizens and legal authorities. Legal culture emerges as a
dynamic, relational process in which individual experiences shape
institutional legitimacy, while institutional practices simultaneously
condition public trust and behavioral responses to the law. By
conceptualizing legal culture as a multilevel socio-legal process,
this study contributes to the literature by advancing an integrative
analytical framework that moves beyond the micro—macro divide
and offers theoretical and practical insights for designing
legitimacy-oriented legal governance and sustainable compliance
strategies.
DOI: https://doi.org/10.51903/qvapxs75
Submitted: October 2025, Reviewed: November 2025, Accepted: December 2025

*Corresponding Author

I PENDAHULUAN

Budaya hukum dan kepatuhan masyarakat merupakan fondasi penting bagi berfungsinya sistem
hukum secara efektif dan berkelanjutan (Olujobi et al., 2024). Keberadaan norma hukum tertulis,
institusi penegak hukum, serta mekanisme sanksi tidak secara otomatis menjamin terciptanya
keteraturan sosial apabila hukum tidak diinternalisasi dan dimaknai secara positif oleh masyarakat
(Mahmutovic & Alhamoudi, 2024). Dalam praktiknya, hukum hidup dan bekerja melalui interaksi
sosial sehari-hari, di mana individu dan kelompok menafsirkan, menerima, atau bahkan
menegosiasikan aturan yang berlaku sesuai dengan konteks sosial dan pengalaman mereka (Flaga-
Gieruszynska et al., 2024). Oleh karena itu, memahami hukum semata sebagai seperangkat aturan

normatif cenderung menyederhanakan kompleksitas relasi antara hukum dan masyarakat.

Dalam perspektif sosio-legal, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang dinamis dan
kontekstual (Khan, 2024). Hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dibentuk oleh nilai,
kepercayaan, relasi kekuasaan, serta struktur sosial yang melingkupinya (Syafi et al., 2025). Budaya
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hukum, dalam hal ini, merefleksikan sikap, orientasi, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan

institusi hukum (Ezirigwe & Glazewski, 2024). Ketika budaya hukum berkembang secara positif,
kepatuhan terhadap hukum cenderung muncul secara sukarela dan berkelanjutan. Sebaliknya, budaya
hukum yang lemah sering kali melahirkan ketidakpatuhan, resistensi, atau praktik-praktik informal

yang justru melemahkan legitimasi hukum itu sendiri (Sanchez Hidalgo, 2025).

Kepatuhan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi legitimasi (de Boon et al., 2022).
Masyarakat cenderung mematuhi hukum bukan hanya karena ancaman sanksi, melainkan karena
keyakinan bahwa hukum tersebut adil, rasional, dan layak ditaati (Bernini & La Rosa, 2024). Dalam
konteks ini, kepatuhan merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan penilaian moral,
pengalaman interaksi dengan aparat, serta persepsi terhadap keadilan prosedural. Dengan demikian,
kepatuhan hukum seharusnya dipahami sebagai ekspresi relasi antara individu dan sistem hukum,

bukan sekadar respons mekanis terhadap aturan formal (Ellram et al., 2022).

Data empiris (Rosid & Romadhaniah, 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum sering kali
tidak berbanding lurus dengan jumlah regulasi atau intensitas penegakan hukum. Di banyak negara,
termasuk negara berkembang, proliferasi peraturan justru berjalan beriringan dengan tingginya tingkat
pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tampak, misalnya, dalam pelanggaran
lalu lintas, ketidakpatuhan pajak, pelanggaran administrasi, hingga pengabaian terhadap regulasi
lingkungan (Omelchuk et al., 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan kepatuhan
tidak semata-mata terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada bagaimana aturan tersebut

dipersepsi dan diimplementasikan (Raposo, 2023).

Survei dan studi (Liu et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi
hukum memiliki korelasi kuat dengan tingkat kepatuhan. Ketika aparat hukum dipersepsikan tidak
konsisten, diskriminatif, atau koruptif, masyarakat cenderung mengembangkan sikap sinis terhadap
hukum (Cologna et al., 2025). Sikap ini kemudian termanifestasi dalam perilaku tidak patuh yang
dianggap wajar atau bahkan rasional dalam konteks sosial tertentu. Sebaliknya, institusi hukum yang
transparan, akuntabel, dan responsif cenderung mendorong kepatuhan sukarela tanpa harus bergantung

pada pendekatan koersif (Regalado & Sun, 2024).

Dalam konteks Indonesia, dinamika kepatuhan hukum semakin kompleks karena adanya pluralitas
nilai, keberagaman sosial budaya, serta ketimpangan akses terhadap keadilan. Data dan temuan
(Rahayu et al., 2025) menunjukkan bahwa hukum sering kali beroperasi secara berbeda di tingkat
pusat dan daerah, maupun antara kelompok sosial yang berbeda. Praktik negosiasi informal,
kompromi sosial, dan penggunaan jaringan personal kerap menjadi bagian dari cara masyarakat
berinteraksi dengan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum tidak dapat

dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya (Hamzani et al., 2025).

Kajian akademik mengenai budaya hukum telah berkembang cukup panjang, dimulai dari gagasan

awal yang menempatkan budaya hukum sebagai elemen penting dalam sistem hukum (Sukardi &
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Purnama, 2022). Konsep ini kemudian diperkaya oleh berbagai pendekatan yang menekankan bahwa
budaya hukum tidak bersifat tunggal dan homogen, melainkan berlapis serta dipengaruhi oleh konteks
historis dan sosial (Kamaruddin et al., 2022). Sejumlah penelitian menegaskan bahwa dalam satu
sistem hukum yang sama dapat ditemukan berbagai bentuk budaya hukum yang hidup berdampingan

dan saling berinteraksi (Bezpalova et al., 2023).

Pada level mikro, penelitian (Alhalalmeh & Al-Tarawneh, 2025) berfokus pada faktor-faktor
individual yang memengaruhi kepatuhan hukum, seperti nilai moral, persepsi risiko, tekanan sosial,
dan pengalaman personal dengan aparat penegak hukum. Pendekatan ini memberikan pemahaman
penting mengenai bagaimana individu membuat keputusan untuk patuh atau melanggar hukum.
Namun, fokus yang terlalu kuat pada individu sering kali mengaburkan peran struktur sosial dan

institusional yang membentuk pilihan-pilihan tersebut (Kyambade & Namatovu, 2025).

Sementara itu, pendekatan makro dalam kajian sosio-legal lebih menekankan pada peran institusi,
kebijakan publik, desain regulasi, dan kapasitas penegakan hukum. Studi (Labik Amanquandor, 2024)
menunjukkan bahwa kualitas birokrasi, konsistensi regulasi, serta independensi lembaga hukum
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan
makro cenderung melihat masyarakat sebagai entitas pasif yang merespons kebijakan secara seragam,

tanpa menggali variasi pengalaman dan makna hukum di tingkat individu (Ali et al., 2023).

Sejumlah penelitian terkini mulai mengakui keterbatasan pendekatan yang terpisah antara mikro dan
makro (Mei et al., 2024). Kajian (Pekrun & Marsh, 2022) mencoba menggabungkan kedua perspektif
tersebut, tetapi sering kali masih bersifat parsial atau terbatas pada konteks tertentu. Akibatnya,
hubungan dialektis antara pengalaman individu dan struktur institusional belum sepenuhnya
terjelaskan secara sistematis. Budaya hukum masih sering diposisikan sebagai variabel statis, bukan

sebagai proses sosial yang terus dibentuk dan direproduksi melalui interaksi berkelanjutan.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem hukum modern. Tanpa pemahaman yang terintegrasi
mengenai bagaimana budaya hukum terbentuk di berbagai level, upaya reformasi hukum berisiko
terjebak pada pendekatan struktural yang mengabaikan realitas sosial. Sebaliknya, pendekatan yang
hanya menekankan perubahan sikap individu tanpa memperbaiki institusi juga cenderung tidak

berkelanjutan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji budaya hukum dan
dinamika kepatuhan masyarakat melalui pendekatan sosio-legal mikro dan makro secara terpadu.
Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana persepsi individu, pengalaman sosial, dan interaksi
sehari-hari dengan hukum berkelindan dengan kebijakan, struktur institusional, serta praktik
penegakan hukum dalam membentuk kepatuhan. Dengan demikian, kepatuhan hukum dipahami

sebagai hasil dari proses relasional yang melibatkan aktor individu dan institusi secara simultan.
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Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai pembentukan

budaya hukum dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro dalam satu kerangka sosio-legal.
Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana perubahan pada level institusional dapat
memengaruhi persepsi dan perilaku individu, serta sebaliknya, bagaimana praktik sosial di tingkat

mikro dapat membentuk dan mereproduksi struktur hukum di tingkat makro.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menjembatani dikotomi antara pendekatan mikro
dan makro yang selama ini mendominasi kajian budaya hukum. Dengan menawarkan perspektif
integratif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori sosio-legal dan memberikan
landasan empiris bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Secara praktis,
temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak
hukum dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga

berorientasi pada pembangunan legitimasi dan kepercayaan publik.

I METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan desain kualitatif-eksplanatoris yang
dipadukan dengan analisis kontekstual kuantitatif terbatas. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama
penelitian bukan sekadar mengukur tingkat kepatuhan hukum, melainkan memahami proses sosial dan
institusional yang membentuk budaya hukum serta dinamika kepatuhan masyarakat. Pendekatan
sosio-legal memungkinkan hukum dianalisis sebagai praktik sosial yang hidup, bukan hanya sebagai
norma tertulis. Dalam konteks ini, hukum dipahami melalui interaksi antara aktor sosial, nilai-nilai
yang berkembang dalam masyarakat, serta kebijakan dan institusi yang menjalankan fungsi regulatif.
Pendekatan ini relevan untuk menjawab tujuan penelitian yang berfokus pada integrasi dimensi

individu dan institusional dalam pembentukan budaya hukum dan kepatuhan masyarakat.
A. Desain Penelitian dan Kerangka Analisis

Desain penelitian ini bersifat multi-level, dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro dalam
satu kerangka analitis. Pada level mikro, penelitian memusatkan perhatian pada pengalaman individu,
persepsi keadilan, pemaknaan terhadap hukum, serta praktik kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada level makro, analisis diarahkan pada kebijakan hukum, desain institusional, dan praktik
penegakan hukum yang membentuk konteks struktural bagi perilaku masyarakat. Kerangka analisis
dibangun secara iteratif, di mana temuan pada level mikro dianalisis dalam kaitannya dengan struktur
dan praktik institusional, dan sebaliknya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri
hubungan timbal balik antara budaya hukum dan kinerja institusi hukum, sekaligus menghindari

reduksionisme baik pada aspek individual maupun struktural.
B. Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam konteks masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan

karakteristik pluralitas sosial, keberagaman budaya hukum, serta variasi kapasitas institusional



N. Astrid
antarwilayah. Pemilihan konteks Indonesia didasarkan pada relevansinya sebagai negara dengan
sistem hukum formal yang kuat secara normatif, tetapi menghadapi tantangan signifikan dalam praktik
kepatuhan hukum. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan variasi tingkat
kepatuhan hukum dan intensitas interaksi masyarakat dengan institusi hukum. Fokus penelitian tidak
diarahkan pada generalisasi statistik, melainkan pada pendalaman konteks dan pemahaman proses

sosio-legal yang berlangsung dalam ruang sosial tertentu.
C. Subjek dan Unit Analisis Penelitian

Subjek penelitian pada level mikro mencakup individu-individu yang secara langsung berinteraksi
dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara biasa maupun sebagai pihak
yang pernah berhadapan dengan institusi hukum. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif dengan
mempertimbangkan variasi latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman hukum, sehingga
memungkinkan eksplorasi perspektif yang beragam mengenai kepatuhan dan budaya hukum. Pada
level makro, unit analisis mencakup institusi hukum dan kebijakan yang relevan dengan konteks
kepatuhan masyarakat. Analisis diarahkan pada dokumen kebijakan, regulasi, serta praktik penegakan
hukum yang dijalankan oleh aparat dan lembaga terkait. Dengan demikian, penelitian ini memadukan

analisis aktor individual dan struktur institusional secara komplementer.
D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan analisis dokumen.
Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, persepsi keadilan, serta
pemaknaan individu terhadap hukum dan institusi hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti
menangkap narasi personal dan dinamika sosial yang tidak dapat diungkap melalui survei tertutup.
Observasi terbatas dilakukan untuk memahami konteks interaksi antara masyarakat dan aparat hukum
dalam situasi tertentu, seperti pelayanan publik atau proses administratif. Observasi ini berfungsi
sebagai data pendukung untuk memvalidasi dan memperkaya temuan wawancara. Analisis dokumen
mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan institusional, laporan resmi, serta dokumen
pendukung lain yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memetakan kerangka normatif dan
struktural yang membentuk konteks kepatuhan hukum. Untuk memperjelas jenis data dan sumbernya,
tabel 1 menyajikan ringkasan pengumpulan data penelitian.

Tabel 1. Jenis Data, Sumber Data, dan Tujuan Analisis

Level Teknik
Jenis Data . Sumber Data Pengumpulan Fokus dan Tujuan Analisis
Analisis
Data
Data Mikro Warga masyarakat yang | Wawancara Mengidentifikasi persepsi
pengalaman berinteraksi ~ langsung | mendalam keadilan, legitimasi hukum,
subjektif dengan hukum semi- serta alasan kepatuhan dan
individu terstruktur ketidakpatuhan dalam praktik
sehari-hari
Data persepsi | Mikro Individu dengan | Wawancara Menganalisis  relasi  antara
terhadap pengalaman berhadapan | mendalam dan | pengalaman interaksi
institusi dengan  aparat  atau | observasi institusional dan pembentukan
hukum lembaga hukum terbatas sikap terhadap hukum
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Data praktik | Mikro Aktivitas dan perilaku | Observasi Memahami bagaimana hukum
sosial masyarakat dalam | terbatas  dan | dijalankan, dinegosiasikan, atau
kepatuhan konteks hukum tertentu | catatan diabaikan dalam kehidupan
lapangan sosial
Data Makro Peraturan  perundang- | Analisis Memetakan kerangka normatif
kebijakan dan undangan dan kebijakan | dokumen dan tujuan formal regulasi
regulasi institusional dalam mendorong kepatuhan
hukum
Data praktik | Makro Lembaga penegak | Analisis Menilai konsistensi, kapasitas,
penegakan hukum dan dokumen | dokumen dan | dan pola penegakan hukum
hukum resmi data sekunder | dalam praktik institusional
Data Mikro— | Laporan resmi, publikasi | Studi Menghubungkan konteks
kontekstual Makro lembaga, dan sumber | kepustakaan struktural dengan pengalaman
sosial dan sekunder dan  analisis | individu dalam pembentukan
kelembagaan data sekunder | budaya hukum

Sumber: disusun oleh penulis (2025)
E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Data wawancara dan
observasi ditranskripsikan dan dianalisis melalui proses pengodean terbuka, aksial, dan selektif untuk
mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar konsep. Proses ini dilakukan secara iteratif, di mana
kategori analitis dapat berkembang seiring dengan pendalaman data. Analisis pada level mikro
difokuskan pada tema-tema seperti persepsi keadilan, legitimasi hukum, pengalaman interaksi dengan
aparat, dan alasan kepatuhan atau ketidakpatuhan. Sementara itu, analisis pada level makro diarahkan
pada konsistensi kebijakan, praktik penegakan hukum, dan kapasitas institusional. Integrasi analisis

mikro dan makro dilakukan melalui teknik triangulasi analitis, dengan membandingkan temuan dari

berbagai sumber data dan level analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
mengidentifikasi kesesuaian maupun ketegangan antara pengalaman individu dan struktur
institusional.

F. Validitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta refleksivitas peneliti dalam proses
pengumpulan dan analisis data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara,
observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi temuan. Refleksivitas diterapkan
dengan menyadari posisi peneliti dan potensi bias dalam menafsirkan data. Selain itu, peneliti
melakukan konfirmasi temuan awal melalui diskusi terbatas dengan informan kunci untuk memastikan

bahwa interpretasi yang dihasilkan merepresentasikan pengalaman dan konteks sosial yang diteliti.
G. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, termasuk
persetujuan partisipan, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Seluruh
informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak mereka sebagai partisipan sebelum

pengumpulan data dilakukan.
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1I. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

Analisis data mengungkap bahwa kepatuhan hukum tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi
langsung dari keberadaan regulasi atau ancaman sanksi. Sebaliknya, kepatuhan muncul sebagai praktik
sosial yang dinegosiasikan, di mana individu secara aktif menilai legitimasi hukum berdasarkan
pengalaman personal, norma sosial yang berlaku, serta konsistensi tindakan institusi hukum. Temuan
ini menempatkan kepatuhan hukum sebagai proses relasional, bukan sebagai perilaku yang
sepenuhnya ditentukan oleh struktur normatif. Sebagai sintesis awal, Tabel 2 merangkum tema-tema
utama yang muncul dari analisis data empiris lintas level. Tabel ini menyajikan tema-tema empiris
utama yang diidentifikasi melalui analisis tematik, dengan menekankan keterkaitan antara pengalaman
individu dan praktik institusional dalam pembentukan budaya hukum.

Tabel 2. Multilevel Empirical Themes of Legal Culture and Compliance

Lev.e l Tema Kunci Temuan Empiris Utama

Analisis

Mikro Persepsi keadilan | Kepatuhan meningkat ketika hukum dipersepsikan adil dan
prosedural dapat diprediksi

Mikro Interaksi dengan aparat | Pengalaman negatif menghasilkan ketidakpatuhan laten, bukan
hukum penolakan terbuka

Mikro Norma sosial lokal Norma informal sering berfungsi sebagai referensi utama

perilaku

Makro Konsistensi kebijakan Inkonsistensi regulasi melemahkan klaim legitimasi hukum

Makro Praktik penegakan Penegakan selektif menciptakan ambiguitas normatif

Mikro— | Kepercayaan institusional Kepercayaan berfungsi sebagai mekanisme mediasi kepatuhan

Makro

Sumber: disusun oleh penulis (2025)
Tabel ini menunjukkan bahwa tidak satu pun faktor bekerja secara independen dalam membentuk
kepatuhan. Yang menentukan adalah bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi. Khususnya,
kepercayaan institusional muncul sebagai mekanisme penghubung antara pengalaman mikro dan
struktur makro, memperkuat argumen bahwa budaya hukum bersifat multilevel dan relasional. Pada
level mikro, informan tidak memposisikan hukum sebagai sistem normatif abstrak, melainkan sebagai
pengalaman konkret yang dinilai melalui interaksi sehari-hari. Kepatuhan sering kali bersifat
situasional dan bersyarat, tergantung pada apakah hukum dipersepsikan konsisten dengan nilai
keadilan dan norma sosial yang mereka anut. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu
mencerminkan penolakan terhadap hukum, melainkan bentuk adaptasi rasional terhadap konteks sosial
tertentu. Pada level makro, analisis kebijakan dan praktik penegakan hukum mengungkap adanya
kesenjangan antara tujuan normatif regulasi dan implementasinya. Ketika kebijakan diterapkan secara
tidak konsisten, masyarakat mengembangkan strategi kepatuhan selektif, yang dalam jangka panjang

melemahkan budaya hukum formal.
Diskusi
Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur sosio-legal dengan

memperkuat argumen bahwa kepatuhan hukum merupakan fenomena multilevel yang tidak dapat
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direduksi pada pendekatan mikro atau makro semata. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa persepsi

keadilan prosedural dan legitimasi institusional merupakan determinan utama kepatuhan, tetapi
sekaligus menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut bekerja melalui mekanisme relasional yang
kontekstual. Dibandingkan dengan penelitian (Lim et al., 2022) dan (Ruano-Chamorro et al., 2022)
yang menekankan keadilan prosedural sebagai faktor individual, penelitian ini menunjukkan bahwa
keadilan tidak hanya dipersepsikan pada level individu, tetapi juga dikonstruksi melalui konsistensi
kebijakan dan praktik penegakan hukum. Dengan kata lain, persepsi keadilan merupakan produk
interaksi antara pengalaman mikro dan struktur makro, bukan sekadar evaluasi subjektif individual.
Temuan ini memperluas kerangka teoritis keadilan prosedural dengan memasukkan dimensi

institusional secara eksplisit.

Hasil penelitian ini juga menantang pendekatan institusional yang mengasumsikan bahwa perbaikan
regulasi secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang
normatif kuat dapat kehilangan daya regulatifnya ketika tidak diterjemahkan ke dalam praktik yang
adil dan dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan temuan (Hoang et al., 2022), tetapi juga
memperdalam, literatur institusional dengan menunjukkan bagaimana kegagalan implementasi
memproduksi budaya ketidakpatuhan yang bersifat laten dan terinternalisasi. Kontribusi teoretis utama
penelitian ini terletak pada konseptualisasi budaya hukum sebagai proses relasional multilevel.
Penelitian ini tidak hanya menjembatani pendekatan mikro dan makro, tetapi juga menunjukkan
bagaimana keduanya saling membentuk secara simultan. Dengan demikian, budaya hukum dipahami

bukan sebagai variabel statis, melainkan sebagai arena interaksi dinamis antara aktor dan struktur.

Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kepatuhan hukum perlu
melampaui pendekatan koersif dan normatif. Reformasi hukum yang efektif harus memperhatikan
kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat, konsistensi praktik penegakan, serta mekanisme
akuntabilitas yang mampu membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Meskipun demikian,
penelitian ini memiliki keterbatasan. Fokus kontekstual penelitian membatasi generalisasi lintas
negara dan sistem hukum. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak dimaksudkan untuk
mengukur hubungan kausal secara statistik, melainkan untuk membangun pemahaman konseptual

yang mendalam. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka multilevel ini melalui desain komparatif
lintas negara atau pendekatan mixed-method guna mengeksplorasi variasi budaya hukum dalam
konteks yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas analisis pada peran teknologi
digital dan media sosial dalam membentuk persepsi legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat.
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa membangun kepatuhan hukum yang
berkelanjutan mensyaratkan pendekatan sosio-legal yang integratif, sensitif terhadap konteks, dan

berorientasi pada legitimasi, bukan semata-mata pada kontrol.
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III. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum dan kepatuhan masyarakat tidak dapat dipahami
sebagai hasil langsung dari keberadaan norma hukum atau intensitas penegakan semata, melainkan
sebagai proses sosio-legal yang terbentuk melalui interaksi dinamis antara pengalaman individu dan
struktur institusional. Temuan penelitian menegaskan bahwa persepsi keadilan prosedural, kualitas
interaksi dengan aparat hukum, dan konsistensi praktik penegakan berperan sentral dalam membangun
legitimasi hukum dan kepatuhan yang bersifat sukarela. Dengan mengintegrasikan analisis mikro dan
makro, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum merupakan praktik relasional yang
terus dinegosiasikan dalam konteks sosial tertentu, bukan perilaku statis yang sepenuhnya ditentukan

oleh aturan formal.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosio-legal dengan
menawarkan konseptualisasi budaya hukum sebagai proses multilevel yang relasional dan kontekstual.
Pendekatan ini melampaui dikotomi antara individu dan institusi yang selama ini mendominasi
literatur, serta membuka ruang bagi analisis yang lebih sensitif terhadap praktik sosial dan dinamika
kekuasaan dalam hukum. Secara praktis, temuan penelitian menekankan pentingnya reformasi hukum
yang tidak hanya berfokus pada desain regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas praktik
institusional dan relasi negara—masyarakat. Dengan demikian, upaya membangun kepatuhan hukum
yang berkelanjutan mensyaratkan strategi yang menempatkan legitimasi, keadilan, dan kepercayaan

publik sebagai elemen kunci dalam tata kelola hukum modern.
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